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ABSTRAK 

 

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan yang berjudul ‚Analisis 

Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Pembacaan Teks Pancasila 

Dalam Acara Nikah Bersama Yang Digagas Oleh Forum Ta'aruf Indonesia Di 

Kecamatan Sewon Bantul‛. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan 

bagaimana kasus pembacaan teks Pancasila sebagai mahar, serta bagaimana 

analisis hukum Islam terhadap pembacaan teks Pancasila sebagai mahar. 

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan teknik 

wawancara dan dokumentasi untuk pengumpulan datanya. Data yang sudah 

diambil dan dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis menggunakan 

deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif. Hal ini berarti menggambarkan dan 

menjelaskan penggunaan pembacaan teks Pancasila sebagai mahar, yang 

kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Hukum Islam. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ada pernikahan dengan pemberian 

mahar berupa pembacaan teks pancasila oleh mempelai laki-laki di Kecamatan 

Sewon Bantul yang digagas oleh Forum Ta’aruf Indonesia sebagai lembaga yang 

menyelenggarakan acara nikah bersama. Hal itu didasari karena bertepatan 

dengan hari kesaktian pancasila dan juga  bertepatan dengan momentum pemilu. 

Diharapkan dapat mewujudkan pasangan yang sakinah sejahtera membawa 

keberkahan untuk Indonesia sesuai dengan tata kehidupan dan penghidupan 

masyarakat berpancasila dilandasi cinta Ilahi dan NKRI. Pemberian mahar yang 

berupa pembacaan teks Pancasila hukumnya mubah asal memenuhi syarat yang 

sesuai dengan hukum Islam dan selama mempunyai manfaat dan tujuan yang 

baik tentunya tidak melupakan suatu kerelaan di antara suami dan istri mengenai 

mahar tersebut. Karena Syariat Islam tidak mengatur batasan pemberian mahar, 

batas minimal ataupun maksimal ukuran mahar. 

Dari kesimpulan dapat disarankan bahwa, didalam pernikahan lebih baik 

cukup dengan mahar berupa harta, emas atau barang demi menjaga arti mahar 

yang sebenarnya yaitu pemberian yang pada umunya adalah harta serta menjaga 

kemaslahatan dan sama dengan umumnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam kehidupan manusia dan agama, pernikahan adalah hal yang 

amat penting dan agama islam mengatur masalah perkawinan dengan 

amat teliti dan terperinci, untuk membawa manusia di kehidupan yang 

lebih berkehormatan sesuai kedudukan yang mulia di tengah-tengah 

makhluk makhluk Allah yang lain. Perkawinan dalam Islam merupakan 

tututan naluri seorang manusia untuk berketurunanguna kelangsungan 

hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan 

rasa kasih sayang antara laki-laki dan perempuan dalam ramgka 

mewujudkan kebahagian keluarga sesuai dengan ajaran Islam.
1
 

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral menurut hukum Islam 

maupun Hukum Positif. Di kehidupan manusia banyak pernikahan dengan 

cara masing-masing hukum. Pernikahan merupakan ibadah kepada Allah 

SWT, sunnah Rasulullah SAW, di laksanakan atas dasar kerelaan dan 

tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sesuai peraturan-peraturan 

hukum yang berlaku. Perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang 

menghalalkan persetubuhan antara wanita dan laki-laki sesuai dengan 

                                                 
1
 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 1. 
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ketentuan. Dan dengan pernikahan tersebut, maka di batasilah hak dan 

kewajiban keduanya sesuai dengan ajaran Islam.
2
 

Sedangkan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan perkawinan berarti ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
3
 

Nikah berasal dari bahasa Arab "nikahun" yang merupakan masdar 

atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) "nakaha", sinonimnya 

"tazawwaja" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai 

Perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk 

dalam bahasa Indonesia.
4
 

Allah menjelaskan fakta-fakta ini dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum : 

21 sebagai berikut: 

                          

                      

‚Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

                                                 
2
 LM Syarifie, membina menuju perkawinan, (Gresik:Bimansyah,1999),9. 

3
 Mhd. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2. 
4
 Tihami, Fiqh Munakahat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2009), 6-7. 
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sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum: 21).‛
5
 

Terkait dengan perkawinan, mahar merupakan bentuk perlindungan 

islam kepada perempuan dengan memenuhi hak-hak mereka. Pada masa 

jahiliyah, hak anak-anak perempuan terzalimi, para ayah dan ibu dari 

anak-anak gadis merasa berhak terhadap mas kawin mereka, sebagai 

imbalan atas susah payah mereka dalam membesarkan dan merawat si 

anak. Karena pada masa jahiliyah wanita tidak berkuasa atas maharnya 

karena para wali merekalah yang menguasai harta secara penuh tanpa 

memberi kesempatan kepada mereka untuk memiliki dan mengelola harta 

tersebut.
6
 

Mahar adalah pemberian suka rela yang merupakan simbol dari 

ketulusan, kejujuran dan komitmennya dalam menikahi seorang 

perempuan. Alquran sendiri menyebutkan dengan kata shaduqah yang 

berarti kejujuran dan ketulusan sebagimana firman-Nya dalam QS An-

Nisa ayat 4: 

                               

        

 

 ‚Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika 

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu 

                                                 
5
 Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: Sygma, 2010), 644. 

6
 Murtadha Muthahhari, The Rights Women in Islam, penerjemah M.Hashem, (Jakarta: Lentera . 

Cet.3, 1995), 130. 
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dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu 

(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.‛ (An-Nisa’: 4).
7
 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa membayar mahar merupakan suatu 

kewajiban. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa mahar 

merupakan komitmen cinta yang diberikan dengan penuh sukarela dan 

suka cita. Kedua kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mahar tidak 

seharusnya memeberatkan seorang pria, apalagi menghalanginya untuk 

menikahi seorang perempuan. Ayat ini berpesan kepada semua orang, 

khususnya para suami dan wali, untuk tidak mengambil hak dari calon 

istri tersebut kecuali ada ijin dari calon istri untuk menggunakannya atau 

calon istri tersebut menyerahkan mahar itu dengan sukarela. Selanjutnya 

dalam hadisnya, Rasulullah pun pernah mengatakan kepada seseorang 

yang ingin menikah pada masa itu berilah maharnya, sekalipun berbentuk 

cincin dari besi. (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hanbali).  

 Hukum Islam sendiri tidak memberikan batasan baku tentang 

besaran jumlah mahar. Akan tetapi, berbagai sabda Rasulullah saw 

melalui berbagia hadis menganjurkan mahar itu ringan dan mudah. Dalam 

rangkaian hadis tersebut, disebutkan bahwa Rasulullah pernah merestui 

pernikahan dengan mahar berupa cincin besi, sepasang sandal, bahkan 

jasa sebentuk pengajaran Alquran. Hal ini diperkuat dengan firman Allah 

dalam QS. Ath- Thalaq ayat 7: 

                                                 
7
 Ibid, 77. 
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 ‚Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 

memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah 

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 

kesempitan.‛ 

 

Peristiwa-peristiwa baru terus bermunculan dalam masyarakat yang 

selalu berkembang khususnya di bidang ilmu hukum perdata islam. Seiring 

perkembangan zaman terjadi secara luas di masyarakat, prinsip-prinsip 

dan fiqh munakahat kontemporer secara kreatif dipraktikkan di 

pengalaman dan konteks kekinian. Oleh karena itu sudah selayaknya 

pemahaman, pemaknaan dan penjelasan tentang mahar dalam hukum 

islam dikaji.  

Pernikahan yang terjadi di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul 

Yogyakarta merupakan salah satu dari perkembangan pernikahan di zaman 

sekarang yakni acara nikah bersama yang sering diadakan oleh Forum 

Taaruf Indonesia dengan menggunakan mahar yang unik-unik dan 

beraneka ragam. Tidak hanya mengadakan nikah bersama dengan 

menggunakan mahar yang unik saja, tetapi Forum Taaruf Indonesia juga 

membantu mencarikan jodoh bagi yang siap menikah tanpa melalui 

pacaran. Namun yang menarik dari salah satu acara nikah bersama yang 
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diselenggarakan Forum Taaruf Indonesia ini yakni dengan menggunakan 

mahar yang berupa pembacaan teks pancasila. Jadi semua calon mempelai 

melakukan akad nikah dengan menggunakan mahar yang berupa 

pembacaan teks pancasila. Lalu bagaimana dalam Hukum Islam mengatur 

tentang mahar pancasila baik dari segi hukumnya serta kemanfaatan dari 

mahar tersebut.  

Maka dari itu, penelitian ini akan menganalisis terhadap mahar 

berupa pancasila menurut hukum islam. Dengan penelitian yang berjudul 

"Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Pembacaan 

Teks Pancasila Dalam Acara Nikah Bersama Yang Digagas Oleh Forum 

Ta’aruf Indonesia di Kecamatan Sewon Bantul."  

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

Dari pemaparan di atas maka penulis mengidentifikasikan 

permasalahan, sebagai berikut :  

1. Profil lembaga Ta’aruf Indonesia 

2. Latar belakang dilaksanakannya nikah bersama dengan mahar 

pancasila 

3. Kronologi nikah bersama dengan mahar Pembacaan Teks Pancasila 
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4. Analisis Hukum Islam terhadap pemberian mahar berupa pembacaan 

teks Pancasila dalam acara nikah bersama yang digagas oleh Forum 

Ta’aruf Indonesia di Kecamatan Sewon Bantul. 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar sistematis berikut 

batasan masalah  : 

1. Bagaimana kasus pemberian mahar berupa pembacaan teks Pancasila 

dalam acara nikah bersama yang digagas oleh Forum Ta’aruf 

Indonesia di Kecamatan Sewon Bantul. 

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pemberian mahar berupa 

pembacaan teks Pancasila dalam acara nikah bersama yang digagas 

oleh Forum Ta’aruf Indonesia di Kecamatan Sewon Bantul. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kasus pemberian mahar berupa pembacaan teks Pancasila 

dalam acara nikah bersama yang digagas oleh Forum Ta’aruf 

Indonesia di Kecamatan Sewon Bantul ? 

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pemberian mahar berupa 

pembacaan teks Pancasila dalam acara nikah bersama yang digagas 

oleh Forum Ta’aruf Indonesia di Kecamatan Sewon Bantul ? 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau 

penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti 

sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan 

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. 

Adapun kajian pustaka dari penelitian ini yaitu : 

1. Analisis Hukum islam Terhadap Kadar Mahar : Studi Kasus Bagi 

Pelaut Di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. 

Skripsi ini ditulis oleh Luqman Hakim Tahun 2014 UIN Sunan Ampel 

Surabaya. Skripsi ini menjelaskan tentang terjadinya peningkatan kadar 

mahar bagi pelaut yang terjadi di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu 

Kabupaten Bangkalan. Hal ini disebabkan oleh gaji pelaut yang relatif 

besar sehingga secara tidak langsung peningkatan kadar mahar ini 

menjadi sebuah kebiasaan ditengah masyarakat dan lambat laun 

menimbulkan dampak yang kurang baik bagi masyarakat Sepulu.
8
 

Dalam skripsi ini terdapat persamaan yakni sama-sama membahas 

tentang mahar, namun yang berbeda mengenai penelitian yang saya 

angkat adalah mengenai mahar menggunakan pancasila. 

2. Studi Komparasi Pandangan Majelis Adat Aceh Dan Majelis 

Permusyawaratan Ulama Kota Langsa Terhadap Penetapan Emas 

                                                 
8
 Luqman Hakim, "Analisis Hukum islam Terhadap Kadar Mahar : Studi Kasus Bagi Pelaut Di 

Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan" (Skripsi--, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 

2014) 
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Sebagai Mahar Perkawinan. Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Ihsan 

Tahun 2014 UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini menjelaskan 

tentang pandangan dua lembaga yang menaungi masyarakat Aceh 

yakni MAA dan MPU dalam menetapkan suatu perkara khususnya 

yang berkaitan dengan penetapan emas sebagai mahar pada 

pernikahan.
9
 Dalam skripsi ini terdapat persamaan yakni sama-sama 

membahas tentang mahar, namun yang berbeda mengenai penelitian 

yang saya angkat adalah mengenai mahar menggunakan pancasila. 

3. Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-qur'an di Tinjau Dari Fiqh 

Munakahat. Skripsi ini ditulis oleh Miftahul Jannah Tahun 2016 UIN 

Raden Fatah Palembang. Skripsi ini menjelaskan tentang makna 

perkawinan dengan menggunakan hafalan Al-Qur'an masih terjadi pada 

masyarakat kita, mahar perkawinan menggunakan hafalan Al-Qur'an 

dalam hadits merupakan pilihan terakhir setelah tidak ada sesuatu yang 

dapat digunakan sebagai mahar walaupun itu cincin dari besi.
10

 Dalam 

skripsi ini terdapat persamaan yakni sama-sama membahas tentang 

mahar, namun yang berbeda mengenai penelitian yang saya angkat 

adalah mengenai mahar menggunakan pancasila. 

 

                                                 
9

 Muhammad Ihsan, "Studi Komparasi Pandangan Majelis Adat Aceh Dan Majelis 

Permusyawaratan Ulama Kota Langsa Terhadap Penetapan Emas Sebagai Mahar Perkawinan" 

(Skripsi--, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014). 
10

 Miftahul Jannah, "Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-qur'an di Tinjau Dari Fiqh 

Munakahat" (Skripsi--, UIN Raden Fatah Palembang, 2016). 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

8. Untuk mengetahui bagaimana deskripsi kasus pemberian mahar 

berupa pembacaan teks Pancasila dalam acara nikah bersama yang 

digagas oleh Forum Ta’aruf Indonesia di Kecamatan Sewon Bantul. 

9. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap pemberian mahar 

berupa pembacaan teks Pancasila dalam acara nikah bersama yang 

digagas oleh Forum Ta’aruf Indonesia di Kecamatan Sewon Bantul. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun kegunaan hasil penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

  Mengembangkan khazanah intelektual pada umumnya 

dalam rangkah menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga 

khususnya dalam penggunaan mahar pancasila sebagai mahar 

pernikahan sehingga dapat menambah di jadikan bahan pertimbangan 

dan contoh dalam menentukan mahar yang akan diberikan kepada 

mempelai perempuan. 
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2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumber informasi bagi 

masyarakat khususnya bagi para akademisi pemerataan pemahaman 

tentang ilmu hukum keluarga, selanjutnya juga sebagai 

pertimbangan dan ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam 

mensejahterakan masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan.  

G. Definisi Operasional 

1. Analisis Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang 

diadakan oleh Allah untuk umat-Nya, yang dibawa oleh soerang nabi, 

baiknya hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun 

hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.  

2. Mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada calon istri. Berupa 

benda ataupun jasa. 

3. Pancasila merupakan ideologi dasar dalam kehidupan bagi Negara 

Indonesia. 

4. Forum Ta’aruf Indonesia adalah sebuah forum yang menjadi mediator 

bagi mereka yang sedang mencari jodoh sekaligus menyelenggarakan 

nikah bersama gratis dengan konsep unik. 
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian  ini adalah  penelitian  lapangan  (field 

research),  yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau 

pada responden langsung. Penelitian ini dilakukan dengan metode 

penelitian kualitatif yakni dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

survei yang mengambil lokasi penelitian pada Forum Taaruf Indonesia. 

1. Data Yang Dikumpulkan 

      Definisi kualitatif yaitu proses, pemahaman, tindakan, norma dan 

kondisi. Proses dalam melakukan penelitian merupakan dalam riset 

kualitatif oleh karena itu dalam melaksanakan penelitian, penelitian 

lebih berfokus pada proses dari pada hasil akhir.
11

 

Deskripsi pemberian mahar berupa pembacaan teks Pancasila dalam 

acara nikah bersama yang digagas oleh Forum Ta’aruf Indonesia di 

Kecamatan Sewon Bantul.  

2. Sumber Data 

        Sumber data yang digunakan untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:   

a. Sumber primer 

                                                 
11

 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006), 193. 
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Ketua Lembaga Forum Taaruf Indonesia yakni Bapak RM. 

Ryan Budi Nuryanto, SE sebagai penggagas  acara nikah bersama 

dengan menggunakan mahar pembacaan teks Pancasila. 

b. Sumber sekunder 

Dalam penelitian ini sumber sekunder yang dapat 

digunakan adalah literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan 

penelitian ini dan ketentuan perundang-undangan mengenai 

mahar.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan 

data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau 

hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan 

sumber data (responden).
12

 Wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara bertanya-jawab dengan reponden 

secara langsung.
13

Di sini penulis mengadakan wawancara dengan 

kepala Forum Taaruf Indonesia. 

 

                                                 
12

 Rianto Adi, Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), 72. 
13

 Irfan Tamwifi, Metodologi Penelitian (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 221. 
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b. Dokumentasi 

Sejumlah besar fakta dan tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk 

surat-surat, catatan harian, cinderamata, laporan, artefak, foto, dan 

sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu 

sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-

hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan 

dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat 

pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen 

pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data 

tersimpan di website, dan lain lain.
14

 

4. Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari lapangan, dianalisis secara kualitatif 

dengan tahapan sebagai berikut: 

J. Editing, yaitu pengecekkan atau pengoreksian data yang telah 

peneliti kumpulkan. Editing merupakan pekerjaan memeriksa 

kembali informasi yang telah diterima peneliti.
15

 Teknik ini 

digunakan peneliti untuk memeriksa kelengkapan dari data-data yang 

sudah peneliti dapatkan, dan  akan digunakan sebagai studi 

dokumentasi. 

                                                 
14

 Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif (Jurnal Universitas Brawijaya, 2009), 7. 
15

 Masruhan, Metodologi Penelitian: Hukum (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197. 
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K. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi 

sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai 

dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang 

diperoleh. 

L. Analyzing, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik 

dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti 

(diinterpretasikan).
16 Analyzing memberikan analisis lanjutan 

terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari 

sumber-sumber penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, 

yaitu suatu prosedur penetilian yang menghasilkan data deskriptif dan 

wawancara atau sumber-sumber tertulis, sehingga teknis analisis data 

yang digunakan adalah metode deskriptif. Pola pikir deskriptif yaitu 

penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, kemudian dianalisis untuk 

mengambil kesimpulan. Secara teknis penelitian ini akan mendiskripsikan 

tentang penggunaan mahar pancasila dalam acara nikah bersama yang 

diselenggarakan oleh Forum Taaruf Indonesia. Adapun pola pikir yang 

digunakan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah pola pikr 

deduktif yang menerangkan data secara umum kemudian dibahas secara 

khusus. Dalam hal ini penulis akan menerangkan tentang Analisis Hukum 

                                                 
16

 Ibid., 198. 
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Islam terhadap pemberian mahar berupa pembacaan teks Pancasila dalam 

acara nikah bersama yang digagas oleh Forum Ta’aruf Indonesia di 

Kecamatan Sewon Bantul.  

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penulisan laporan 

penelitian ini, maka penulis membagi menjadi lima bab dalam 

penulisannya. Yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab 

yang mana satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Adapun 

sistematika dalam penelitian ini yaitu: 

Bab pertama, berisi pendahuluan, latar belakang masalah, 

identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kegunaan penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi landasan teori tentang mahar dan manfaat mahar 

serta manfaat pancasila yang memuat pengertian mahar nikah, dasar 

hukum mahar nikah, bentuk dan jenis mahar, syarat-syarat mahar dan 

manfaat mahar serta manfaat pancasila sehingga di dalam pernikahannya 

menjadikan mahar berupa pancasila. 

Bab ketiga, berisi tentang paparan data dari hasil penelitian 

tentang pemberian mahar berupa pembacaan teks Pancasila dalam acara 

nikah bersama yang digagas oleh Forum Ta’aruf Indonesia di Kecamatan 

Sewon Bantul yang meliputi deskripsi wilayah, biografi Forum Taaruf 
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Indonesia dan mempelai, pengertian mahar berupa pembacaan teks 

Pancasila, tata cara pemberian mahar pembacaan teks Pancasila, serta 

tujuan atau faktor Forum Taaruf Indonesia dalam penggunaan mahar 

berupa pembacaan teks Pancasila dalam acara nikah bersama.  

Bab keempat, berisi tentang penjelasan analisis terhadap hasil 

penelitian penggunaan mahar berupa pembacaan teks Pancasila dalam 

acara nikah bersama yang diselenggarakan oleh Forum Taaruf Indonesia 

di kecamatan Sewon Bantul yang diperoleh dari data wawancara dan 

catatan lapangan kemudian dianalisis dengan literatur yang berkaitan 

dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Sehingga dapat diambil 

sebuah kesimpulan bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai 

penggunaan mahar berupa pembacaan teks Pancasila dalam acara nikah 

bersama yang diselenggarakan oleh Forum Taaruf Indonesia di 

Kecamatan Sewon Bantul.  

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi 

penelitian berikutnya dan masyarakat pada umumnya.  
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BAB II 

MAHAR NIKAH 

1. Pengertian Mahar 

4. Pengertian secara lughawi 

SecaraaoBahasa, maharoberasal dari Bahasa arab yaitu (مهر) 

bentuk mufrad sedangobentukojamaknyaoadalahر مهى)  )yang 

oberarti mas kawin.
1
 

DalamoistilahoBahasa arab kataomahar lebih dikenal 

denganonamaosadaq, nihlah, faridah, ajr dan u’qr.2 

1. Sadaq, yakni kebenaranountukomembenarkan cinta suami 

kepadaoistrinya, bisa jugaodiartikan penghormatan kepada 

istri dan adapun pokokodalamokewajiban mahar atau 

maskawin.
3
 Allah Swt. berfirman : 

                          

         

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian 

jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari 

maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) 

                                                 
1
Mahmud Yunus, KamusoBahasa Arab - Indonesia , (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 431. 

2
  Tihamiiodan SoharioSahrani, FiqihoMunakahattoKajian Fiqih Nikah Lengkap , (Jakarta: 

Rajawalii Press, 2010), 36.  
3
 Darmawan, Eksitensei Mahar dan Waliemah , (Surabaya: Avisa, 2011), 6. 
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pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik 

akibatnya. (Q.S. An-Nisa’: 4).
4
 

2. Nihlah, artinya pemberian suka rela, atau bisa diartikan 

juga sebagai kewajiban. 

3. Ajr, berasaal dari kata ijarah yang berarti upah 

Firman  Allah : 

                            

                      

                     

                         

         

‚Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang 

bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah 

menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan 

Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari 

isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk 

berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) 

di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan 

sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa 

bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling 

merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.‛ (Q.S An Nisa’, 

4:24) 

4. Faridah, berasal dari kata farada yang artinya kewajiban. 

                                                 
4
Departemen Agama RI,Alquran & terjemahan, (Bandung: Sygma, 2010), 100. 
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5. U’qr yaitu mahar untukخmenghormati kemanusiaan 

perempuaan.
5
 

5. Pengertian secara istilah 

Mahar seacara istrilah mahar adalah pemberian wajib dari 

calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami 

untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada 

calon suaminya. Atau, suatuopemberian yang diwajibkan bagi 

calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda 

maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan lain sebagainya).
6
 

Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan 

seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya 

adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya 

diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada 

wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. 

Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, 

meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridha dan 

kerelaanosi istri.
7
  

Di dalam meminta mahar kepada calon suami, seorang 

calon istri tidak boleh menuntut sesuatu yang besar nilainya atau 

                                                 
5
  Wahbah az-Zuhaily, Fiqih Islam Wia Adillatuhu 9 , diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-

Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2007) 231. 
6
H. M. A. Tihami dan Soharii Sahrani, Fiqh Munakahaat. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 45. 

7
Ibid., 37. 
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yang memberatkan beban calon suaminya. Dianjurkan kepada 

calon istri untuk meminta mahar yang dapat meringankan beban 

calon suaminya. Dalam ajaran Islam, agar seorang wanita 

meminta mahar yang bisa memudahkan dalam proses akad 

nikah.
8
 Kewajiban Mahar dibebankan kepada suami, bukan pada 

istri karena ia lebih kuat dan lebih banyak usahanya dari pada 

istri.
9
 

Adapun pengertian mahar dari beberapa ulama sebagai 

berikut: 

1.) Sayyid Sabiq mahar adalah sesuatu pemberian dari laki-

laki bagi perempuan agar dapat menyenangkan hati 

seorang perempuan dan membuat laki-laki ridha bagi 

kekuasan atas dirinya.
10

 

2.) Mazhab Syafi’i mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang 

wajib diberikan oleh seorang lelaki kepada seorang 

perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota 

badanya. 

                                                 
8
 Nur Hasanah, Halalkanlah Diriku Wahai Imam-ku (Jakarta, Vicosta Publishing, 2015), 99. 

9
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Munakahat (Jakarta: Amzah, 2011), 176. 

10
Sayyid Sabiq, Fiqh Suunnah, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 220. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 

 

 

3.) Mazhab Maliki mahar adalah sesuatu yang diberikan 

kepada istri sebagai imbalan setelah persetubuhan 

dengannya. 

4.) Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang 

didapatkan oleh perempuan akibat dari suatu pernikahan 

atau persetubuhan. 

5.) Mazhab Hambali mendefinisikan mahar adalah sebagai 

pengganti dalam akad pernikahan baik mahar yang 

ditentukan pada saat akan nikah atau ditetapkan 

setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihakoatau 

hakim.
11

 

Jadi meskipun mahar bukan termasuk rukun dan syarat 

sahnya nikah. Akan tetapi, merupakan keharusan suami kepada 

istrinya sebagai tanda bukti cinta dan ketulusan suami kepada 

istrinya. 

2. Sejarah Singkat Mahar 

Para ahli sosiologimengatakan bahwa pada zaman prasejarah, 

manusia hidup secara buas, hidup dalam kelompok-kelompok suku dan 

bahwa karena suatu sebab yang tidak diketahui perkawinan di kalangan 

orang yang sehubungan darah dipandang tahu. Orang muda dari suatu 

                                                 
11

 Wahbah az-Zuhaily, Fiqih Islam Wia Adillatuhu 9 , diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-

Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2007), 230. 
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kelompok suku. Apabila hendak kawin haruslah memilih pasangan dari 

suku lain. Untuk tujuan pemuda itu harus mengadakan pendekatan 

kepada suku lain tersebut supaya dapat memilih jodoh. Pada masa itu 

kaum pria tidak menyadari peranan yang dimainkannya dalam 

hubungan dengan kelahiran anak. Ia tidak mengetahui bahwa hubungan 

seksualnya dengan wanita dapat menyebabkan lahirnya anak. Ia 

menganggap anak-anaknya sebagai anak istrinya saja dan bukan 

anaknya sendiri juga. Walaupun dalam kenyataannya ia dapat melihat 

keserupaan wajah dari anak-anak itu dengan wajahnya sendiri, ia tidak 

dapat memahami sebab keserupaan itu. Sebagai akibatnya kaum pria 

menganggap anak termasuk diri mereka sendiri, sebagai anak dari akum 

wanita saja. Garis keturunan ditentukan dengan merujuk kepada ibu 

tanpa rujukan kepada ayah. Kaum pria dianggap mandul dan tidak 

produktif. Setelah perkawinan, pria tinggal di suku wanita sebagai 

parasit, wanita hanya memerlukannya untuk menemaninya dan sekedar 

memerlukan kekuatan fisiknya. Periode itu oleh para sosiologi 

dinamakan periode matriachal.12 

Tidak lama kemudian, kaum pria mulai mengetahui perannya 

dalam kelahiran anak dan mengidentifikasikan dirinya sebagai orang 

yang sesungguhnya kepada siapa anaknya mesti dinisbahkan. Sejak itu, 

pria membawa wanita ke dalam kekuasaannya dan mengambil 

                                                 
12

 Murtadha Hak-hak Wanita dalam Islam (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), 122. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 

 

 

kedudukan sebagai kepala keluarga masa yang dinamakan masa 

patriarchal pun dimulai. Pada zaman itu, perkawinan di antara orang 

yang sehubungan darah juga tidak dibolehkan dan pria terpaksa harus 

memilih pasangannya dari suku lain kemudian membawa ke sukunya 

sendiri. Karena selalu terdapat bentrokan dan permusuhan di antara 

suku-suku maka pemilihan istri dilakukan dengan jalan melarikan atau 

menculiknya. Dengan kata lain laki-laki menculik gadis pilihannya dari 

suku lain. Secara berangsur-angsur perdamaian menggantikan 

permusuhan dan suku-suku yang berbeda dapat hidup damai bersama-

sama. Dalam keadaan semacam ini tidak diperlukan lagi adat kebiasaan 

melarikan calon istri untuk mendapatkan gadis pilihannya, seorang pria 

muda harus mengabdikan diri kepada ayah mempelai wanita. Sebagai 

ganjaran atas pelayanan yang dilakukan oleh calon menantu, ayah 

mempelai wanita memberikan putrinya. Mempelai laki-laki membawa 

istrinya ke sukunya. Kemudian situasi perekonomian lebih baik dan 

kaum pria memberi kesimpulan bahwa sebagai ganti kerja bertahun-

tahun pada calon mertua adalah lebih baik memberikan suatu hadiah 

yang berharga kepadanya pada saat perkawinan dan dengan cara 

demikian mereka memperoleh gadis pilihan mereka. Dari sinilah 

bermulanya maskawin.
13

 

                                                 
13

 Murtadha, Hak-hak Wanita dalam Islam (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), 122. 
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Jadi menurut para sosiologi pada periode pertama pria hidup 

sebagai parasit dan sebagai pelayan wanita. Pada periode itu kaum 

wanita yang menguasai atau memimpin kaum pria. Pada periode 

berikutnya ketika kekuasaan jatuh ke tangan pria, pria melarikan wanita 

dari sukunya. Pada periode ketiga untuk dapat memperoleh gadis 

pilihannya, pria pergi bekerja pada ayah mempelai wanita selama 

beberapa tahun. Pada periode keempat pria membayarkan sejumlah 

uang sebagai ‚hadiah‛ kepada ayah mempelai wanita dan dari sinilah 

bermulanya maskawin.
14

 

Mereka mengatakan bahwa sejak manusia meninggalkan sistem 

matriarchal dan menganut sistem patriachal, kaum pria memperbudak 

wanita atau sekurang- kurangnya menjadikannya pelayan atau pekerja 

dan memandangnya sebagai alat ekonomis yang sekaligus bisa 

memuaskan hawanafsunya. Kaum pria tidak memberikannya 

kemerdekaan sosial atau ekonomi. Hasil kerja si wanita hanya untuk 

orang lain, yakni ayahnya atau suaminya. Wanita tidak berhak memilih 

suaminya sendiri atau dengan inisiatif sendiri untuk keuntungannya 

sendiri, melakukan usaha untuk memperbaiki kehidupan ekonomi atau 

keuanganya. Dalam kenyataannya apa yang diberikan pria sebagai 

maskawin dan uang yang dibelanjakannya untuk nafkah istrinya adalah 

                                                 
14

 Ibid,. 122. 
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sebagai ganti keuntungan ekonomis yang diperolehnya dalam masa 

perkawinan.
15

 

3. Dasar Hukum Mahar 

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud di sini adalah 

pertama, sifat syara’ pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah 

dan mubah. Kedua, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu 

menurut syara’ seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang 

terjual kepada pembeli dan hukum sewa- menyewa (ijarah) adalah 

pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga 

hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing 

dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, 

kewajiban suami kepada mahar dan nafkah kepada istri untuk taat 

kepada suami dan pergaulan yang baik.
16

 

Salah satu kelebihan syari’at Islam dengan syari’at yang lainnya 

antara lain adalah dalam hal memuliakan wanita. Dalam hukum Islam 

diwajibkan seorang laki-lai yang hendak nikah dengan seorang wanita 

untuk memberikan mahar. Meskipun pemberian mahar tersebut hanya 

sebagai simbol atas kecintaan (cinta kasih) seorang calon suami, bahwa 

dia benar-benar mencintai istrinya. Demikian juga calon istri, bahwa 

penerimaan mahar tersebut sebagai simbol tentang tanggung jawab 

                                                 
15

 
 
Ibid,. 123. 

16
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Munakahat (Jakarta: Amzah, 2011), 43. 
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seorang wanita terhadap harta atau apa saja yang diamanatkan suami 

kepada istrinya. 

Dokumen-dokumen klasik menganggap bahwa perkawinan adalah 

sebagai macam jual beli, namunoIslam telah meninggalkan pandangan 

yang menganggap bahwaomahar sebagai harga beli wanita.
17

  

Dalam hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar tetapi 

didasarkan kepada kemampuan masing-masing orang atau berdasarkan 

pada keadaan dan tradisi keluarga dengan ketentuan bahwa jumlah 

mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan 

akad nikah. Dalam syariat Islam hanya ditetapkan bahwa maskawin 

harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walau tidak 

ada batas minimal dan maksimal namun hendaknya berdasarkan 

kesanggupan dan kemampuan calon suami. Islam tidak menyukai mahar 

yang berlebihan, sebagaimana sabda Nabi Saw. ‚Sesungguhnya 

perkawinan yang besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya‛. 

Dan sabdanya pula ‚Perempuan yang baik adalah yang murah maharnya, 

memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlaknya. 

Sedangkan perempuan yang celaka yaitu yang maharnya mahal, sulit 

perkawinannya dan buruk akhlaknya.
18

 Dalam pasal 31 di Kompilasi 

Hukum Islam BAB V (KHI), tertulis: 

                                                 
17

Darmawan, Eksistensi Mahar dan Walimah, (Surabaya: Avisa,2011), 9-10. 
18

 Abd Shomad, Hukum Islam (Jakarta: Bencana, 2017), 297. 
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Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon 

mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh 

kedua belah pihak.
19

  Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Swt 

sebagai berikut: 

                              

         

 

 ‚Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan 

senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai 

makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.‛ (An-Nisa’: 4).
20

 

Adapun dalil dari hadis nabi Muhammad saw adalah sabda beliau 

kepada seorang laki-laki yang hendak menikah tapi tidak mempunyai 

harta, beliau berkata ‚pergi dan carilah meskipun cincin dari besi‛.
21

 

Jumhur ulama berpendapat, bawa mahar tetap wajib untuk diberikan 

istrinya, yang jumlah dan bentuknya diserahkan kepada perundingan 

bersama antara calon mempelai wanita dan laki-laki. Tentang ukuran 

besar kecilnya atau sedikit banyaknya mahar yang diterima oleh wanita, 

                                                 
19

 Kompilasi Hukum Islam Bab 5 Pasal 31. 

20
 Kementrian Agama RI, Alquran dan Terjemahan (Bandung: Mikraj Khazanah, 2014), 77. 

21
 Fathul Bary Bisyarhi Shahih Al-Bukhori. Juz 9, 162-163. 
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Islam tidak menetapkannya dengan secara tegas, karena adanya 

perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. 

Pemberian mahar terutama didasarkan kepada nilai dan manfaat 

yang terkandung di dalamnya. Karenanya Islam menyerahkan masalah 

ini kepada setiap masing-masing sesuai dengan kemampuan dan adat 

yang berlaku, dengan Syariat Islam tidak berbentuk sesuatu yang 

mendatangkan madharat, membahayakan atau berasal dari usaha yang 

haram.
22

 

Para Imam mazhab (selain Imam Maliki) sepakat bahwa mahar 

bukan merupakan salah satu rukun sahnya pernikahan, akan tetapi 

merupakan salah satu konsekuensi akibat adanya akad. Oleh karenanya 

ketika akad nikah berlangsung boleh dilakukan tanpa menyebut 

ketentuan mahar. Apabila telah terjadi percampuran antara suami dan 

istri maka wajib ditentukan ketentuan pemberian mahar, dan jika 

kemudian istri ditalak sebelumodicampuri maka dia tidak berhak atas 

mahar tersebut melainkan mut’ah atau pemberian sukarela dari suami.
23

 

Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Alquran surah al Baqarah ayat 

236: 

                                                 
22

 Mutmainah Afra Rabbani, Istri Yang Dirindukan Surga (Jakarta: Kunci Emas, 2015), 75. 
23 

Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: PT Lentera Basri Tama, 2000) 368. 
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‚Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika 

kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu 

bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan 

maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah 

(pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut 

kemampuannya dan orang yang miskin menurut 

kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang 

patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-

orang yang berbuat kebajikan.‛ 

Dilanjutkan dengan perintah pembayaran mahar yang tercantum 

dalam Alquran surah An-Nisa’ ayat 25 yang berbunyi: 
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 ‚Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang 

tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita 

merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang 

beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah 

mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari 

sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan 

seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut 

yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang 

memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang 

mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila 

mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka 

melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka 

separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang 

bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi 

orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri 

(dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih 

baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.‛ 

 

4. Syarat-syarat Mahar 

a. Harta berhargao 

Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada 

ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, tapi bernilai tetap sah 

disebut mahar. Jadi sebaiknya mahar adalah sesuatu yang dapat 

diperjual belikan, begitu pula sebaliknya.
 24

 

                                                 
24 H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 
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b. Barang suci dan bisa diambil manfaatp 

Tidak sah jika maharodengan meberikan khamar, babi, atau darah, 

karena semua itu termasuk barang yang najis, tidak berharga dan tidak 

ada manfaatnya buat kita. Walaupun menurut sebagian orang barang 

itu berharga akan tetapi untuk orang muslim barang-barang itu tidak 

boleh dimiliki, sehingga tidak mungkin barang tersebut dijadikan 

sebagai mahar. 

c. Barangnya bukan barang ghasab.  

Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya 

namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk 

mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan hasil ghasab 

tidak sah, akan tetapi akadnya tetap sah. 

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. 

Artinya tidak sahomahar dengan memberikan barang yang tidak jelas 

keadaannya atau tidak disebutkan jenis barangnya. Imam Syafi’i 

mengatakan bahwa ‚mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang 

diketahui keadaan dan jenisnya‛. 
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5. Rukun Nikah 

Rukun nikah adalah sesuatu hal yang harus dalam pernikahan, apabila 

salah satu rukun nikah tidak maka tidak dapat dilaksanakan pernikahan. 

Adapun macam-macam rukun nikah yaitu:
25

 

a. Calon pengantin laki-laki 

b. Calon pengantin perempuan 

c. Wali nikah 

d. Dua orang saksi 

e. Ijab dan Qabul 

6. Kedudukan Mahar 

Dalam fiqh munakahat dijelaskan bahwasanya mahar itu bukan 

suatu rukun pernikahan bukan pula termasuk syarat sah dalam 

pernikahan, akan tetapi mahar itu wajib untuk diberikan dari calon suami 

kepada calon istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 30i 

disebutkan bahwasanya calon mempelai pria wajib membayar mahar 

kepada mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati 

oleh kedua belah pihak. 

                                                 

25
 Slamet Abidin, Fiqh Munakahat 1(Bandung: Pustaka Setia, 1999), 64. 
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Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang 

wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk 

menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami 

kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun 

sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi 

menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridha 

dan kerelaan si istri.
26

 

7. Macam-macam Mahari 

Mahar itu adalah sesuatu yang wajib diadakan meskipun tidak di 

jelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad, mahar itu ada dua macam 

yaitu: 

C. Mahar musamma adalah mahar yang besarnya disebutkan kedua 

belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas 

persetujuan calon istri. Syaf’i, Hambali dan Imamiyah pendapat 

bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang 

dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar 

sekalipun hanya satu qirsy. Sementara itu Hanafi mengatakan 

bahwa jumlah minimal mahar mahar adalah sepuluh dirham. Kalau 

suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad 

tetap sah dan wajib membayar mahar sepuluh dirham. Maliki 

mengatakan jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Kalau akad 

                                                 
26

 H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 37. 
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dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut kemudian 

terjadi pencampuran maka suami harus membayar tiga dirham. 

Tetapi bila belum mencampuri dia boleh mencampuri  antara 

membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau 

mem-faskh akad, lalu membayar separuh mahar musamma.27  

D. Mahar mitsil yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara 

eksplisit pada waktu akad. Biasanya mahar jenis ini mengikuti 

kepada mahar yang pernah diberikan kepada keluarga istri seperti 

adik atau kakaknya yang telah terlebih dahulu menikah.
28

 Adapun 

pendapat dari orang yang berbeda. Mahar mitsil adalah sesuatu 

mahar yang patut atau layak berpadan dengan kedudukan si istri, 

jadi jumlahnya tidak ditetapkan. Menurut Sayid Sabiq, mahar 

mitsil adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan, 

sama dengan perempuan lain dalam hal umur, kecantikan, harta, 

akal, agama, kegadisan, kejandaan serta negeri yang sama ketika 

akad nikah dilangsungkan.
29

 Tentang mahar mitsil ini, ada 

beberapa situasi yang diberlakukan padanya, yaitu: 

1. Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah 

satu rukun akad, sebagaimana halnya dalam jual beli 

tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. 

Karena itu akad nikah boleh dilakukan tanpa menyebut 

                                                 
27

 Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: PT Lentera Basri Tama, 2000), 364-365. 
28

 Ibid.,49. 
29

 Abd Shomad, Hukum Islam (Jakarta: Bencana, 2017), 287. 
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mahar dan bila terjadi percampuran ditentukanlah mahar 

mitsil. Kalau kemudian istri di talak sebelum dicampuri 

maka dia tidak berhak atas mahar tetapi harus diberi 

mut’ah yaitu pemberian sukarela dari suami bisa dalam 

bentuk pakaian, cicin dan sebagainya. Kalau kedua belah 

pihak setuju dengan pemberian mahar bentuk barang 

tersebut maka barang itulah yang menjadi mut’ah-nya. 

Tetapi kalau tidak diperboleh kesepakatan maka 

hakimlah yang menentukannya. Akan halnya apakah 

berduaan dalam kamar itu hukuman sama dengan 

mencampuri di belakang akan saya kemukakan uraian 

tentang itu.
30

 

2. Apabila akad dilaksanakan dengan mahar yang tidak sah 

dimiliki, semisal khamr dan babi seperti telah dijelaskan 

sebelumnya. 

3. Percampuran syubhat, secara sepakat mengharuskan 

dibayarkannya mahar mitsil. Yang dimaksud dengan 

mencampuri karena syubhat adalah mencampuri seorang 

wanita yang sebenarnya tidak berhak dicampuri karena 

ketidak tahuan pelakunya bahwa pasangannya itu tidak 

berhak dicampuri, misalnya ada laki- laki yang 

                                                 
30

 
 
Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: PT Lentera Basri Tama, 2000), 366. 
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mengawini seorang wanita yang tidak dia ketahui bahwa 

wanita tersebut adalah saudara perempuan sesusuannya 

dan baru diketahui kemudian. Atau mencampurinya 

hanya karena wanita tersebut mewakilkan 

perkawinannya kepada orang lain dan laki-laki pun 

melakukan hal yang sama, karena menganggap bahwa 

perwakilan semata dapat menghalalkan percampuran. 

Dengan kata lain yang disebut syubhat itu adalah 

terjadinya percampuran did luar pernikahan yang sah 

disebabkan oleh sesuatu hal yang dimaafkan oleh syar’i 

yang melepaskannya dari hukuman had. Itu sebabnya, 

maka Imamiyah memasukkan persebadanan orang gila, 

orang tidur dan orang mabuk dalam kategori 

percampuran karena syubhat.31
 

4. Imamiyah, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa barang 

siapa yang memperkosa seorang wanita maka dia harus 

membayar mahar mitsil tetapi bila wanita tersebut 

bersedia melakukannya dengan rela maka laki-laki 

tersebut tidak harus membayar mahar apapun.
32

 

5. Apabila seorang laki-laki mengawini seorang wanita 

dengan syarat tanpa mahar maka menurut kesepakatan 

                                                 
31

 Ibid,. 367. 
32

 Ibid,. 367. 
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seluruh mazhab kecuali Maliki, akad tersebut 

hukumannya sah. Sementara itu Maliki mengatakan 

bahwa akad tersebut harus dibatalkan sebelum terjadi 

percampuran. Tetapi bila sudah terjadi percampuran, 

akad tersebut dinyatakan sah dengan mahar mitsil. 

Mayoritas ulama mazhab Imamiyah berpendapat bahwa 

laki-laki tersebut harus memberikan sesuatu mahar, baik 

sedikit maupun banyak. Tentang masalah ini, terdapat 

berbagai riwayat dari Abdul Bait.  

 Imamiyah dan Hanafi mengatakan bahwa apabila terjadi 

suatu akad yang jasid (tidak sah) dan disebutkan 

bersamanyamahar musamma lalu terjadi percampuran 

maka kalau mahar yang disebutkan tersebut kurang dari 

mahar mitsil maka hak wanita adalah mahar musamma. 

Sebab wanita tersebut telah rela dengan itu. Tetapi kalau 

mahar yang disebutkan tersebut lebih besar 

nilainyadibanding mahar mitsil maka haknya adalah 

mahar mitsil. Sebab, dia tidak berhak lebih dari itu. 

Menurut Hanafi, mahar mitsil ditetapkan berdasarkan 

keadaan serupa wanita yang serupa dari pihak suku ayah, 

bukan suku ibunya. Tetapi menurut Maliki, mahar 

tersebut ditetapkan berdasarkan keadaan wanita tersebut 

baik fisik maupun moralnya sedangkan Syafi’i 
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menganalogikannya pada wanita-wanita yang menjadi 

kerabat wanita tersebut, misalnya ibu dan bibi. 

Sementara itu imamiyah me ngatakan bahwa mahar 

mitsil tidak mempunyai ketentuan dalam syara ‘. Untuk 

itu nilainya di tentukan oleh ‘urf yangpaham tentang 

ilwal wanita, baik dalam hal nasab maupun kedudukan 

yang juga mengetahui keadaan yang dapat menambah 

atau berkurangnya mahar dengan syarat tidak melebihi 

mahar yang berlaku menurut ketentuan sunnah yaitu 

senilai 500 dirham.
33

 

8. Kadar Mahar 

Dalam syariat Islam tdak ditentukan banyak atau sedikitnya mahar 

yang harus diberikan kepada calon istri, tetapi yang menjadi tolak 

ukurannya adalah bahwa mahar itu berupa barang atau manfaat yang 

bernilai, maka dibolehkannya sebuah cincin besi asalkan kedua belah 

pihak (mempelai laki-laki dan wanita) sama-sama rela.
34

 

Menurut para ulama kalangan mazhab Syafi’i  kadar mahar adalah 

segala sesuatu yang punya nilai untuk membeli apa saja maka ia boleh 

dijadikan sebagai maskawin.
35

 

                                                 
33

 Ibid,. 368. 
34

Dedi Jjunaidi, Bimbinggan Perrkawinan: Membina Keluarga Saakinah Menurrut Alquran dan 
As-Sunnah, (Jakarta: Akademika Pressido, 2003) 90. 
35

Syaickh Hafizh Alli Syuaisi. Kaddo Perniikahan, (Jakarta: Pustaka  Al-Kutsar, 2007) 41. 
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Adapun mazhab Syafi’i, Imam Ahmad, Ishak dan Abu Tsaur 

berpendapat bahwa tidak ada batas minimal mahar tetapi sah dengan apa 

saja yang mempunyai nilai materi baik sedikit maupun banyak. 

Sedangkan, mazhab Maliki berpendapat bahwa minimal sesuatu yang 

layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham 

perak. Karena Abdurrahman bin Auf menikah atas emas seberat biji 

kurma yaitu sperempat dinar dan itulah nishab menurut mereka. Menurut 

mazhab Hanafiyah yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 

10 dirham. Ukuran ini sesuai dengan ekonomi yang berlaku.
36

 

9. Manfaat Mahar 

Pemberian mahar terutama didasarkan kepada nilai dan manfaat 

yang terkandung di dalamnya. Karenanya Islam menyerahkan masalah 

ini kepada setiap masing-masing sesuai dengan kemampuan dan adat 

yang berlaku, dengan syariat tidak berbentuk sesuatu yang 

mendatangkan madharat, membahayakan atau berasal dari usaha yang 

haram.
37

 Manfaat yang akan kembali pada sang wanita, seperti: 

i. Memerdekakan dari perbudakan 

  Anas Malik berkata. ‚sesungguhnya Rasulullah memerdekakan 

Shafiyah binti Huyayin (kemudian menikahinya) dan menjadikan 

                                                 
36

Abdul Aziz Muhammad Azam, Fiqh Munakahat, 182. 
37

 Mutmainah Afra Rabbani, Istri Yang Dirindukan Surga (Jakarta: Kunci Iman, 2015),76. 
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kemerdekaannya sebagai mahar.‛ (Atsar riwayat Imam Bukhari: 

4696) 

ii. Keislaman seseorang 

  Hal tersebut sebagaimana kisah Abu Thalhah yang menikahi 

Ummu Salaim radhiyallahu ‘anhuma dengan mahar keislaman Abu 

Thalhah. Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata, ‚Abu Thalhah 

menikahi Ummu Sulaim. Maharnya keislaman Abu Thalhah. 

Ummu Sulaim telah masuk islam sebelum Abu Thalhah. Maka Abu 

Thalhah melamarnya. Ummu Sulaim mengatakan , ‘Saya telah 

masuk Islam. Jika kamu masuk Islam aku akan menikah 

denganmu. Abu Thalhah masuk Islam dan menikah dengan Ummu 

Sulaim dan keislamannya sebagai maharnya.‛ (HR. An-Nasa’i : 

3288). 

iii. Atau hafalan alquran yang akan diajarkannya. Sebagaimana Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menikahkan salah seorang 

sahabat dengan beberapa surat alquran hafalannya (HR. Bukhari 

dan Muslim).
38

 

 

 

 

                                                 
38

 Fikih Mahar, https://muslimah.or.id/229-mahar.html (18:50) 16/11/2019. 

https://muslimah.or.id/229-mahar.html
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BAB III 

PEMBERIAN MAHAR BERUPA PEMBACAAN TEKS PANCASILA DALAM 

ACARA NIKAH BERSAMA YANG DIGAGAS OLEH FORUM TA'ARUF 

INDONESIA DI KECAMATAN SEWON BANTUL 

 

A. Profil Forum Ta'aruf Indonesia : 

Susunan pengurus Forum Ta'aruf Indonesia: 

C. Pembina   : Bapak Camat Sewon 

D. Pengarah  : Bapak KUA Sewon  

Bapak Dr. Timbul Raharjo., M.Hum 

E. Ketua    : RM. Ryan Budi Nuryanto, SE 

F. Sekretaris  : Mugi Rahajeng 

G. Bendahara   : Faridah Baroroh 

H. Pendaftaran  : Siti 

I. Perlengkapan   : Suharno 

J. Acara    : Yanto 

K. Nikah    : Sofi Arbadiani 

L. Humas   : Gari  

M. Publikasi   : Heri  
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Forum Ta'aruf Indonesia Sewon atau yang biasa disebut Fortais Sewon 

berdiri pada tahun 2011. Fortais Sewon menjadi mediator bagi mereka yang 

sedang mencari jodoh sekaligus menyelenggarakan nikah bareng gratis 

dengan konsep unik. Mottonya, golek garwo (mencari jodoh) diwadahi 

Fortais. Golek garwo rutin diadakan setiap bulan di hari Minggu di Minggu 

ke tiga dari jam 09.00-13.00 WIB di Aula Kecamatn Sewon di Jl. 

Parangtritis Km. 7 Sewon Bantul DIY, kecuali karena satu dan dua hal bisa 

diadakan tidak di minggu ketiga. Biasanya jika diformat atau dipaketkan 

dengan Nikah Bareng memang diadakan lebih dari satu kali bahkan sampai 

2-3 kali dengan harapan banyak peserta yang bisa dapat jodohnya dan ikut di 

nikah bareng tersebut. Di sini, dalam waktu seminggu orang pun bisa 

menikah, meski tanpa kenal sebelumnya dengan pasangannya. Awalnya 

Ryan selaku ketua Fortais Sewon mengenalkan Fortais di pengajian dan 

pertemuan-pertemuan, juga di media cetak pada tahun 2011. Untuk semua 

agama dan semua etnis, semua pendidikan, usia 20-80 tahun. Yang 

terpenting lagi adalah, berkomitmen untuk serius dan berstatus jelas, 

misalnya janda cerai atau mati.
1
 

Setelah konsisten menggelar acara nikah bareng dan golek garwo, 

Fortais pun mulai dikenal di dalam maupun di luar negeri. Bahkan, alumni 

Fortais kian beragam, mulai Aceh hingga Papua, juga Korea, Australia, 

Belanda, Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi. Semua orang bisa menjadi 

                                                 
1
 RM. Ryan Budi Nuryanto, SE, Wawancara, ketua forum ta’aruf indonesia, Bantul, 8 oktober 

2019. 
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bagian Fortais Sewon, asalkan syarat dan niatnya terpenuhi. Salah satunya 

adalah dengan datang langsung ke Kecamatan Sewon, Bantul, setiap minggu 

ketiga. Jika memang tidak bisa datang, dapat mengirim e-mail dengan 

melampirkan CV biodata, kriteria pendamping yang dicari dan scan foto 

copy KTP dan foto diri 3x4 dan close up. Setelah bertemu jodoh, para 

peserta boleh menggelar pesta sendiri atau jika tidak memiliki biaya nikah, 

Fortais akan membuat acara nikah bareng dengan konsep yang unik. 

B. Profil Ketua Fortais : 

1. Nama    : RM. Ryan Budi Nuryanto, SE 

2. Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 12 Mei 1978 

3. Jenis Kelamin   : Laki-laki 

4. Pekerjaan   : Wiraswasta 

5. Alamat   : Perum Alam Asri Giwangan Kav. 16 UH 

VII Jogjakarta 

6. Menikah   : 14 Maret 2008 

7. Istri    : Faridah Baroroh, S.Farm., M.Si. Apt. 

8. Anak    : Rr. Calista Mufida Salsabila (3,5 tahun) 

9. Pendidikan   : - Tamatan SMP Negeri 3 Magelang Tahun 

1993 

- Tamatan STM Negeri Purworejo Tahun 

1996 
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- Tamatan Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Magelang Tahun 2003 

C. Latar Belakang Fortais :  

Fenomena yang terjadi sekarang ini masih banyak masyarakat yang 

belum bisa menikah dan mendapat status kejelasan, ini ditandai dengan 

jumlah warga miskin, dari hari ke hari semakin meningkat. Apalagi untuk 

memenuhi kebutuhan yang tergolong sekunder, jelas akan lebih sulit 

keadaan ini tidak saja menjadi beban pemerintah untuk memecahkannya, 

tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat yang 

merasa terpanggil ikut serta berperan aktif didalamnya. Disisi lain kesehatan 

lingkungan menjadi sebuah kebutuhan utama manusia, dewasa ini 

masyarakat sudah mengalami krisis kesadaran di bidang kesehatan dan 

menjaga kelestarian alam. Sejalan dengan permasalahan tersebut maka 

dibutuhkan suatu langkah pembentukan keluarga yang peduli terhadap 

kelestarian Bumi dan isinya. Sampai sekarang masih banyak yang belum 

sadar akan betapa pentingnya suatu ikatan pernikahan dan juga 

kelangsungan Bumi. Dimana pernikahan tersebut adalah misaqan gholidan 

suatu janji suci dan sakral kepada Allah SWT dan sah yang dicatatkan di 

sipil atau KUA sekaligus sebagai penciptaan generasi baru yang cinta Bumi 

dan Pancasila. Sungguh ironis apabila kita yang hidup diatas Bumi dan 

memanfaatkan apa yang ada tapi tidak menjaga keberlangsungannya. 

Keluarga sakinah dan sejahtera itu tidak terwujud begitu saja, ia dibangun 

dan diciptakan dengan proses panjang salah satu indikatornya pemilihan 
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pasangan hidup (golek garwo) yang tepat dan berkualitas. Karena hal 

tersebut menjadi masalah yang substansial untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan kualitas SDM. Hal itu juga tidaklah mudah seperti yang dialami 

sendiri oleh Ketua Fortais Bapak Ryan pada saat 10 tahun lalu ketika 

mencari jodoh, sulitnya setengah mati sampai harus bercucuran air mata dan 

ditolak berulang kali. Kendala yang terjadi kenapa orang masih sendiri atau 

jomblo bisa disebabkan beberapa hal diantaranya kesibukan kerja atau 

karier, ada keterbatasan fisik maupun bathiniah, kurang perhatian dari 

keluarga, terlalu tinggi kriteria yang dicari bahkan ada yang berhubungan 

dengan supranatural percaya atau tidak memang ada yang sengaja dibuat 

tidak dapat mencari pasangan. Padahal sejatinya oleh Allah SWT semua 

makhluk hidup terutama manusia itu sudah ditakdirkan berpasangan, tinggal 

bagaimana manusia sebagai makhluk yang sempurna itu dapat meraihnya. 

Ada orrang yang mau bunuh diri karena putus cinta atau tidak bisa nikah 

bahkan kadang menyalahkan diri sendiri. Atas dasar itulah maka 8 tahun lalu 

pada tahun 2011 Bapak Ryan tergerak membuat Forum Ta'aruf Indonesia 

Sewon (FORTAIS) yang bergerak mencarikan pasangan hidup atau istilah 

dalam Fortais disebut dengan golek garwo bahkan hingga memfasilitasinya 

ke pernikahan yang diberi nama dengan Nikah Bareng dan Alhamdulillah 

berkat dukungan banyak pihak sekarang sudah 7950 pasangan diantarkan 

sampai ke pernikahan sampai pertengahan tahun 2019 ini. Sesuai dengan 

slogan Fortais : Witing tresno mergo upoyo (cinta datang karena usaha) dan 

Ketemu sedino kanggo nang donyo lan swargo (ketemu sehari untuk di dunia 
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hingga ke surga) . Sebagai wujud pelestarian tradisi budaya nikah yang ada 

sejak dulu dan dapat meringankan mereka yang tidak mampu untuk nantinya 

dapat menjalankan Sunnah Rasul yaitu "Nikah" sekaligus sebagai motor 

penggerak penyelamatan Bumi dan lingkungan dari keluarga di dunia. 

Sebenarnya golek garwo atau perjodohan itu sudah sejak dulu kala turun 

temurun dari nenek moyang kita yang merupakan tradisi leluhur. Cuma di 

Yogyakarta ini yang dibuat istimewa sesuai dengan sebutan kotanya yakni 

Jogja Istimewa, dimana yang dicarikan jodoh difasilitasi sampai ke 

pernikahan dalam format Nikah Bareng dengan mahar yang unik yang 

memang beda dengan nikah massal dan adanya hanya di Daerah Istimewa 

Yogyakarta.
2
 

D. Tujuan Nikah Menggunakan Mahar Pembacaan Teks Pancasila : 

Dengan mahar pembacaan teks Pancasila ini diharapkan para pengantin 

dapat mengisi kehidupan dan anak keturunannya dengan nilai-nilai 

Pancasila. Ini sebagai wujud Kebhinekaan Tunggal Ika dan juga dapat 

meringankan bagi para pengantin yang tidak mampu untuk menikah dan 

menjadi motor penggerak mensukseskan Pemilu dengan gerakan Anti Hoax 

dari keluarga. Filosofi pernikahan ini adalah bahwa dengan sarana apapun ini 

akan menyatukan perbedaan yang mengantarkan mereka ke pernikahan yang 

tinggi nilainya dan menuju ke kehidupan yang bahagia, terang hatinya dan 

                                                 
2
 RM. Ryan Budi Nuryanto, SE, Wawancara, ketua forum ta’aruf indonesia, Bantul, 8 oktober 

2019. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48 

 

 

satu hati untuk NKRI. Dengan semangat Kebhinekaan Indonesia ini, dengan 

perbedaan dan kekuatan cinta bersama sama kita sukseskan Pemilu 2019 dan 

kita sebarkan virus bersatu dalam perbedaan, dimana kita tetap harus rukun 

dan damai untuk Indonesia. Tujuan dari kegiatan nikah bersama 

menggunakan mahar pembacaan teks Pancasila adalah untuk 

mewujudkannya pasangan sakinah sejahtera yang akan membawa 

keberkahan untuk Indonesia sesuai dengan tata kehidupan dan penghidupan 

masyarakat ber Pancasila yang dilandasi cinta Ilahi dan NKRI.
3
   

E. Proses pernikahan menggunakan mahar pembacaan teks Pancasila : 

Pernikahan pada umumnya berlangsung di atas pelaminan berupa 

panggung. Namun, dalam pernikahan di Kota Yogyakarta ini, para pengantin 

duduk di atas mobil pemadam kebakaran (damkar) milik Dinas Kebakaran 

Kota Yogyakarta sebagai pelaminan. Pesertanya pun tak hanya sepasang. 

Ada delapan pasangan menikah bersama di pintu keluar gedung DPRD DI 

Yogyakarta, Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. Para pengantin ini 

merupakan warga Kota Yogyakarta yang mengikuti pernikahan bareng 

dengan tajuk "Nikah Bareng Pancasila Sakti". Kedelapan pasangan ini 

menikah secara resmi yang proses ijab kabulnya dipimpin Kepala KUA 

Danurejan. Pernikahan mereka pun disaksikan langsung Wakil Wali Kota 

Yogyakarta, Bapak Heroe Poerwadi. Pasangan yang menikah itu pun terlihat 

                                                 
3
 RM. Ryan Budi Nuryanto, SE, Wawancara, ketua forum ta’aruf indonesia, Bantul, 8 oktober 

2019. 
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mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah. Ada yang memakai pakaian 

adat Jawa, Palembang, Padang, dan lainnya.  

Pernikahan ini menjadi perhatian banyak orang di kawasan Malioboro. 

Selain menikah di atas mobil damkar, proses akad pernikahan kedelapan 

pasangan ini juga tak biasa. Mempelai pria harus membaca teks Pancasila 

sebelum membacakan ijab kabul. Tak hanya itu, para mempelai pria juga 

harus menyiapkan teks Pancasila dan seperangkat alat salat sebagai mahar 

pernikahan.  

Menurut Penggagas Acara Nikah Bareng Pancasila Sakti, Bapak Ryan 

Budi Nuryanto, pernikahan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut 

hari jadi Kota Yogyakarta, hari kesaktian pancasila, dan hari jadi Forum 

Taaruf Indonesia Sewon (Fortais). Bapak Ryan memastikan, Nikah Bareng 

Pancasila Sakti di atas mobil damkar itu merupakan peristiwa langka dan 

belum pernah terjadi di Indonesia. Ia pun mengklaim jika pernikahan tersebut 

itu baru pertama kali dilakukan di dunia. Bukan tanpa alasan, dia sudah 

mencari referensi ataupun catatan mengenai pernikahan massal yang 

upacaranya dilakukan di atas mobil damkar. Bapak Ryan mengatakan, 

pernikahan massal itu merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kota 

Yogyakarta, Fortais, dan elemen masyarakat lainnya.  

Menurut Bapak Ryan, pasangan yang mengikuti pernikahan massal itu 

tidak dipungut biaya sepeser pun, namun mereka harus memenuhi syarat 

administrasi untuk bisa menikah secara resmi. Tadinya ada 25 pasangan yang 
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mendaftar acara ini. Tapi hanya delapan pasangan saja yang bisa ikut karena 

berkas untuk bisa menikahnya lebih lengkap. Sisanya persyaratannya kurang 

lengkap, seperti kalau sudah cerai, surat cerainya belum ada, dan lainnya. 

Terkait mahar berupa teks Pancasila, Bapak Ryan mengatakan, hal itu 

memang menjadi syarat utama pernikahan massal gratis ini. 

Harapannya pasangan yang menikah tersebut bisa mengamalkan dan 

mempraktikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila usai menikah 

nanti. Sebelum menikah, calon mempelai tidak hanya dibekali dengan kursus 

secara agama, sosial dan manajemen keuangan. Tetapi juga dibekali nilai-

nilai Pancasila, harapannya, pasangan ini memiliki jiwa Pancasila dan kelak 

bisa mendidik anak-anaknya dengan ideologi Pancasila. Sementara itu, 

alasan mempelai pria membaca Pancasila sebelum ijab kabul adalah agar 

sang suami tidak hanya berjanji membina rumah tangga dengan istrinya, 

tetapi juga mengamalkan Pancasila di dalam kehidupannya.  

Sebagai tanda  pernikahannya pun setiap pasangan yang menikah 

tersebut berikan cincin kawin yang didesain spesial. Cincin ini terukir nama 

juga terukir Pancasila yang akan melekat di jari mereka sepanjang hayat. 

Adapun dipilihnya mobil damkar sebagai pelaminan, Bapak Ryan mengaku 

ada alasan khusus. Menurut dia, pemadam kebakaran itu memiliki slogan 

"pantang pulang sebelum padam" yang dinilai memiliki keterkaitan dengan 

tujuan dari diadakan pernikahan dan kondisi masyarakat saat ini.  
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Sekarang ini banyak masyarakat galau terhadap sikap nasionalisme, 

Pancasila dan galau kalau mau menikah. Dengan menikah di atas mobil ini 

bisa memadamkan kegalauan masyarakat ini. Dalam artian mereka bisa 

menikah secara resmi dan memiliki sikap nasionalisme dengan membaca dan 

mengamalkan Pancasila.
4
  

F. Manfaat Pancasila Sebagai Mahar : 

Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara 

Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa 

dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitupun Pancasila dijadikan 

sebagai mahar untuk memupuk rasa nasionalisme di kehidupan sehari-hari. 

Dengan mahar pembacaan teks Pancasila ini diharapkan para pengantin 

dapat mengisi kehidupan dan anak keturunannya dengan nilai-nilai 

Pancasila. Manfaat dipergunakannya Pancasila sebagai mahar adalah agar 

terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilandasi 

cinta terhadap bumi dan alamnya, menjembatani warga RI yang tidak 

mampu untuk dapat menikah sesuai dengan tradisi, membantu 

menyelesaikan problematika yang menjadi kegundahan masyarakat dan 

pemerintah dengan menjalin ukhuwah kebersamaan dalam rangka 

penyelamatan generasi dan sekaligus destinasi wisata. Sekaligus untuk 

menciptakan keluarga dan generasi penerus yang cinta alam Indonesia 

                                                 
4
 RM. Ryan Budi Nuryanto, SE, Wawancara, ketua forum ta’aruf indonesia, Bantul, 8 oktober 

2019. 
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sehingga kelestarian bumi tetap terjaga, sekaligus ikut serta dalam 

mewujudkan semangat juang 45 dalam sendi kehidupan dalam membina 

keluarga menuju Indonesia Sejahtera berdasarkan Pancasila. Tujuannya 

untuk mewujudkan pasangan sakinah sejahtera yang akan membawa 

keberkahan untuk Indonesia sesuai dengan tata kehidupan dan penghidupan 

masyarakat ber Pancasila yang dilandasi cinta Ilahi dan NKRI.   

G. Manfaat Acara Nikah Bersama Menggunakan Mahar Pancasila : 

Manfaat dari acara ini adalah terwujudnya tata kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang dilandasi cinta terhadap bumi dan alamnya, 

menjembatani warga RI yang tidak mampu untuk dapat menikah sesuai 

dengan tradisi, membantu menyelesaikan problematika yang menjadi 

kegundahan masyarakat dan pemerintah dengan menjalin ukhuwah 

kebersamaan dalam rangka penyelamatan generasi dan sekaligus destinasi 

wisata. Sekaligus untuk menciptakan keluarga dan generasi penerus yang 

cinta alam Indonesia sehingga kelestarian bumi tetap terjaga, sekaligus ikut 

serta dalam mewujudkan semangat juang 45 dalam sendi kehidupan dalam 

membina keluarga menuju Indonesia Sejahtera berdasarkan Pancasila. 

Dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu kebersihan tiap individu, 

kebersihan keluarga, kemudian pada lingkup masyarakat desanya sebagai 

cikal bakal kebersihan Indonesia secara keseluruhan dari Jogja untuk Dunia. 

Senyum dan semangat mereka adalah senyum calon pemimpin kita, 

pemimpin Indonesia dan pemimpin dunia. Sehingga insyaAllah akan tercipta 
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beribu pasangan yang akan menjadi agen penyelamat bumi berlandaskan 

budaya dan kearifan lokal daerah masing-masing pasangan. Berawal dari 

cinta mereka kepada pasangannya, untuk bumi dan tertular pada generasi 

mereka selanjutnya. Untuk adat itu jelas menggunakan sesuai dengan slogan 

Jogja Istimewa, istimewa orangnya dan istimewa budayanya. Jadi untuk 

konsep pernikahan nya mengenalkan baju dan riasan manten dari gaya 

Jogjakarta tempo dulu hingga modifikasi. Walaupun kadang juga membuat 

pernikahan busana nusantara dan modern. Dengan perbedaan yang ada 

sebagai perekat Persatuan Bangsa berlandaskan budaya dan kearifan lokal 

daerah masing-masing peserta, makanya pernikahan ini membawa misi religi, 

budaya, kebangsaan dan destinasi pariwisata DIY.
5
 

H. Nama - nama mempelai : 

1. Agung Sunardiyanto dan Retyan Shinto 

2. Muhammad Miftahul Ulum dan Rusmala Dewi 

3. Tri Ismono dan Surini 

4. Giyanto dan Suryati 

5. Sudibyo dan Warsini Haryati 

6. Edi Susilo dan Kurnia Purba Sayekti 

                                                 
5
 RM. Ryan Budi Nuryanto, SE, Wawancara, ketua forum ta’aruf indonesia, Bantul, 8 oktober 

2019. 
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7. Sargito dan Wakiyem 

8. Irawan Pambudi Santoso dan Devani Adelya Putri 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBACAAN TEKS PANCASILA 

SEBAGAI MAHAR DALAM ACARA NIKAH BERSAMA YANG DIGAGAS 

OLEH FORUM TA'ARUF INDONESIA 

  

A. Analisis Deskripsi Terhadap Pembacaan Teks Pancasila Sebagai Mahar 

Dalam Acara Nikah Bersama Yang Digagas Oleh Forum Ta'aruf Indonesia 

Apabila penulis mengatakan bahwa perkawinan merupakan perihal 

kesepakatan bersama antara pria dan wanita dan seakan-akan mahar 

merupakan bentuk simbolis atau imbalan cinta maka penentuan nilai mahar 

berhubungan dengan kedua belah pihak. Wanita memiliki kebebasan untuk 

menikahkan dirinya dengan seseorang yang membayar kepadanya mahar 

secara simbolis dan ia juga berhak untuk menuntut perkawinan dengan 

seorang pria yang mau membayar mahar yang cukup tinggi. Kesepakatan 

kedua pihaklah yang menentukan nilai suatu mahar. Perkawinan secara 

alami tidak terlaksana kecuali dengan adanya kerelaan dan kekhususannya 

ditentukan oleh apa yang disyaratkan oleh si suami terhadap si istri atau apa 

yang disyaratkan si istri terhadap si suami. Kedua pasangan mempunyai 

kebebasan untuk menyepakati apa-apa yang mereka inginkan dalam 

persoalan mahar. Kesepakatan di dalamnya sungguh penting sama 
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pentingnya dengan perkawinan itu sendiri.
1
 

Di dalam islam memang tidak ada batasan maksimal maupun 

minimal dalam jumlah mahar. Dalam islam menghendaki meluaskan jalan 

dan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk membangun 

sebuah keluarga. Untuk mencapai hal ini, maka tidak lain dari pada harus 

memberikan jalan yang mudah sehingga orang-orang yang tidak mampu 

yang sulit mengeluarkan biaya yang cukup besar masih tetap bisa 

menikah. Maka dari itu dalam islam tidak ada batasan minimal atau 

maksimal dalam mahar agar pihak laki-laki tidak merasa keberatan untuk 

meminang. 

Pernikahan yang diadakan oleh Forum Ta'aruf Indonesia yaitu 

menggagas nikah bersama yang maharnya berupa pembacaan teks Pancasila 

sebagai mahar dalam pernikahannya . Mahar pada umumnya adalah harta 

dan benda, namun Forum Ta'aruf Indonesia menggagas mahar berupa 

pembacaan Teks Pancasila dalam acara nikah bersama yang diadakannya. 

Peristiwa ini melahirkan sesuatu dalam hukum di Indonesia khususnya 

Hukum Islam di zaman ini karena di Kompilasi Hukum Islam, Alquran dan 

hadis belum mengatur secara jelas mahar berupa pembacaan Teks Pancasila 

maka dari itu perlu di analisis hukumnya serta manfaat dari mahar tersebut. 

Adapun hal yang menjadi faktor adanya pernikahan dengan pemberian 

mahar berupa pembacaan Teks Pancasila yang diberikan mempelai laki-laki 

                                                 
1 Sayis Muhammad Husain, Wanita dalam Islam (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), 241. 
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kepada mempelai perempuan di acara nikah bersama yang digagas Forum 

Ta'aruf Indonesia yang menjadi substansi yaitu: 

1. Sederhana dan Nasionalis 

Pemberian mahar pembacaan Teks Pancasila melandaskan hal 

yang sederhana dan nasionalis namun berkualitas dari segi kebatinan, 

harapan nya mewujudkan pasangan yang sakinah sejahtera membawa 

keberkahan untuk Indonesia sesuai dengan tata kehidupan dan 

penghidupan masyarakat ber Pancasila dilandasi cinta Ilahi dan NKRI. 

Begitupun Pancasila dijadikan sebagai mahar guna untuk memupuk 

rasa nasionalisme di kehidupan sehari-hari. Dengan mahar pembacaan 

teks Pancasila ini diharapkan para pengantin dapat mengisi kehidupan 

dan anak keturunannya dengan nilai-nilai Pancasila 

Oleh karena itu, jika seorang pria dan wanita saling menyetujui 

maka mereka dapat melangsungkan pernikahan dengan cara yang amat 

sederhana dan acara yang sederhana ini bukannya tercela namun justru 

layak untuk mendapatkan pujian. Dalam masalah perkawinan Islam 

telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria bakal 

calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya kala 

resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntun umatnya, begitu 

pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta 

pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak 

melanggar tuntunan sunah Rasulullah, begitu pula dengan pernikahan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

58 

 

 

yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona dan terutama 

mendatangkan berkah yang tak ada habisnya.
2
 

2. Pancasila  

Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara 

Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: panca berarti 

lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan 

dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Begitupun Pancasila dijadikan sebagai mahar untuk 

memupuk rasa nasionalisme di kehidupan sehari-hari. 

Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang 

Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia, dan tercantum pada alinea ke-4 Preambule (Pembukaan) 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila 

Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa 

perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati 

sebagai hari lahirnya Pancasila.
3
 

                                                 
2
 Djamaludin, Aturan Pernikahan dalam Islam (Jakarta: JAL Publising, 2011), 3. 

3
 Pancasila, https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila (14:00) 20/11/2019. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Sanskerta
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumusan-rumusan_Pancasila
https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila
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Mahar berupa pembacaan teks Pancasila yang dibacakan sebelum 

pelaksanaan akad nikah diperbolehkan selama mahar pembacaan teks 

Pancasila ini saling diterima oleh semua mempelai tentunya tidak 

melanggar aturan agama dan tidak merugikan orang lain bahkan 

menjadi hal yang berguna yang membawa dampak positif bagi 

perkawinannya hingga anak turunnya nanti maka diperbolehkan.  

3. Prinsip Mahar 

Dalam Islam mahar biasanya menggunakan acuan mata uang. Hal 

ini dilakukan untuk memudahkan dan mahar merupakan harta yang 

bukan hanya simbol saja mengajukan mahar tertentu kepada calon 

suaminya dengan bentuk harta tertentu seperti uang, emas, tanah, 

rumah, kendaraan atau benda berharga lainnya. Selain itu, mahar juga 

dapat berupa alquran dan alat sholat. Dalam Islam juga diperbolehkan 

mahar diberikan dalam bentuk cincin dari bahan apapun ataupun jasa. 

Dalam hal ini wanita juga diperbolehkan untuk menerima atau 

menolak mahar yang akan diberikan oleh pihak laki-laki. Dalam hal ini, 

besaran mahar pernikahan tidak ditentukan dalam agama Islam. Yang 

terpenting adalah adanya kesepakatan wanita dan laki-laki calon 

suaminya. Tentu wanita dalam meminta mahar atau mengajukan mahar 

harus sesuai dengan kemampuan laki-laki dan juga tidak memberatkan. 

Jadi pemberian mahar pembacaan teks Pancasila diperbolehkan selama 
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mempunyai tujuan dan manfaat yang baik dan juga para mempelai 

saling menyetujuinya. Sebagai pengingat bagi mempelai dan juga 

masyarakat Indonesia supaya dalam membina rumah tangga dan 

mendidik anak dapat mewarisi dengan nilai-nilai luhur Pancasila . 

Nilai mahar dalam Islam tidak ditentukan jumlah minimal atau 

maksimalnya. Prinsipnya adalah pengantin laki-laki harus memberikan 

mahar menurut kemampuannya. Prinsip universal dalam menjalankan 

syariat Islam, prinsip tersebut jauh lebih ditekankan. Artinya 

mempersulit terwujudnya pernikahan dan membebani laki-laki dengan 

sesuatu yang tidak kuat mereka pikul adalah pemicu kerusakan dan 

bencana dalam memulai pernikahan. 

4. Sikap Berlebihan Dalam Mahar 

Pandangan materialistis yang mendominasi pikiran sebagaian 

orang tidaklah termasuk nilai Islam, di mana mereka memiliki sikap 

yang berlebihan dalam hal mahar. Hal ini sampai pada taraf bahwa 

sebagian orang belum lama melangsungkan akad nikah, kemudian 

mereka membicarakan mahar dan berapa angka fantastis dari mahar 

yang dibayarkan. Seakan-akan mereka baru keluar dari arena pacuan 

atau arena pelelangan barang. Sungguh, wanita bukanlah barang 

dagangan yang dijajakan di pasaran pernikahan untuk kemudian kita 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61 

 

 

menempuh cara yang berorientasi materi belaka.
4
 

Dampak negatif dari sikap berlebihan (menyulitkan) dalam mahar 

adalah memperbanyak jumlah perjaka dan perawan tua. Menimbulkan 

kerusakan moral pada kaum laki-laki dan wanita, yaitu ketika mereka 

merasa pesimis tidak menikah, mereka akan mencari jalan lain untuk 

memenuhi kebutuhan biologisnya. Munculnya berbagai penyakit 

kejiwaan di kalangan para pemuda disebabkan hasrat mereka yang 

terbendung dan benturan ambisi mereka dengan keputusasaan. 

Banyaknya anak-anak yang tidak patuh kepada orang tua mereka dan 

menyimpang dari kebiasaan dan tradisi yang baik dan terhormat. Sikap 

wali yang mengelabui anak wanita dengan menolak untuk 

mengawinkannya kepada laki-laki tidak mampu memberikan mahar 

yang besar sambil berharap ada laki-laki lain yang mau menikahinya 

dengan mahar yang lebih tinggi tanpa memperhatikan kebaikan agama 

dan akhlaknya dan tidak juga memikirkan kebahagiaan anak wanitanya 

jika hidup dengan lelaki pilihannya tersebut. Menimpakan beban 

terhadap suami di luar batas kemampuannya sehingga menimbulkan 

kebencian di hati suami terhadap istri dan keluarganya.
5
 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembacaan Teks Pancasila Sebagai Mahar 

Dalam Acara Nikah Bersama Yang Digagas Oleh Forum Ta'aruf Indonesia 

                                                 
4
 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Fiqih Sunnah Wanita (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), 540. 

5
 Ibid,. 541. 
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Didalam Alquran tidak memperkenalkan dan membuat rencana 

mahar dalam bentuk seperti yang kita katakan dalam pembicaraan 

mengenai tahap keempat. Sebabnya ialah bahwa mahar dalam bentuk ini 

telah diciptakan oleh alam sendiri. Yang dilakukan alquran hanyalah 

memulihkan kedudukan mahar itu pada tempatnya yang alami.
6
 

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat 

bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan 

beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan 

Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari 

ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan 

hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.
7
 

Di dalam agama islam sebenarnya tidak ada batasan mengenai 

jumlah mahar yang akan diberikan kepada calon istri. Tidak ada jumlah 

batasan minimal maupun maksimal, karena memang setiap manusia itu 

ada yang kaya dan juga ada yang miskin, lapang dan sempit. Jumlah 

mahar yang ditentukan yang akan diberikan kepada calon istri harud di 

musyawarahkan terlebih dahulu dengan calon istrinya, karena istri juga 

berhak atas memutuskan mengenai jumlah mahar yang di inginkannya. 

Akan tetapi suami juga bisa ikut menentukan jumlah mahar yang diaggap 

wajar yang akan diberikan kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya, 

sesuai kondisi ekonomi dan adat keluarganya. 

                                                 
6
 Murtadha Hak-hak Wanita Dalam Islam (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), 128. 

7
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Munakahat (Jakarta: Amzah, 2011), 39. 
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Mahar itu bisa berupa apa saja, yang penting dalam mahar adalah 

mahar yang diberikan itu mahar yang mendatangkan manfaat untuk 

istrinya, baik berupa uang, jasa, atau benda seperti cincin atau yang 

lainnya. dalam mahar juga merupakan suatu kerelaan artinya harus sesuai 

dengan kesepakatan suami istri yang saling menerima mengenai julah 

maharnya. Adapun firman Allah Sebagai berikut: 

                              

      

 

 ‚Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika 

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu 

dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu 

(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.‛ (An-Nisa’: 

4).
8
 

Salah satu faktor penting dalam ini yaitu adanya kesepakatan 

kedua mempelai dan tentunya persetujuan dari calon istri, tidak 

berpatokan pada sedikit atau banyak mahar tersebut. Jadi apabila seorang 

istri tidak menyetujuinya dan ketetapan jumlah mahar itu tetap 

dilaksanakan, maka hal itu tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam 

pada Pasal 30 dan tidak sesuai dengan Q.S. An-Nisa’ ayat 4. Dimana pada 

Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam itu harus atas kesepakatan berdua, dan 

                                                 
8
 Ibid, 77. 
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pada Q.S. An-Nisa’ ayat 4 itu harus menerima mahar dengan senang hati 

tanpa paksaan.  

Sedangkan menurut mazhab Hanafi memberi ukuran minimal 

mahar sebanyak 10 dirham. Sedangkan mazhab Maliki membatasi 3 

dirham. Namun pada dasarnya, tidak ada dalil kuat yang dapat dijadikan 

dasar penetapan seperti pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, baik 

dalam Alquran maupun hadis Rasulullah Saw. 

Pernikahan yang digagas Forum Ta'aruf Indonesia adalah 

pernikahan yang sederhana dengan suatu alasan asas mudah dan tidak 

mempersulit kedua mempelai yaitu berupa mahar pembacaan Teks 

Pancasila. 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam calon mempelai laki-

laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang 

jumlah, jenis dan bentuknya disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal 

menentukan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang 

dianjurkan oleh ajaran Islam, bahwasanya mahar semestinya sesuatu yang 

tidak menyulitkan bagi calon suami, sehingga mempermudah adanya 

pernikahan. 

Mahar berupa pembacaan Teks Pancasila merupakan mahar 

berupa jasa atau manfaat lainnya. Ilmu fiqih banyak menjelaskan tentang 

syarat-syarat mahar itu antara lain: 
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1. Menurut Imam Syarfi’i 

Pandangan mengenai minimal jumlah mahar menurut mazhab Imam 

Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsur, dan fukaha Madinah dari kalangan 

tabiin berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal jumlah mahar. 

Menurut mereka, segala sesuatu yang boleh dijualbelikan atau 

bernilai maka bisa dijadikan mahar. Pandangan ini juga dianut oleh 

Ibnu Wahab salah seorang ulama dari kalangan mazhab Maliki.
9
 

2. Menurut Imam Malik 

Imam Malik sepakat akan adanya ketentuan mahar, menurut Imam 

Malik adalah seperempat dinar atau perak seberat tiga dirham 

timbangan atau yang senilai dengan perak seberat tiga dirham 

timbangan atau bisa yang senilai dengan salah satu dari keduanya.
10

 

3. Menurut Imam Abu Hanifah 

Imam Abu Hanifah mempunyai pandangan bahwa mahar itu 

ditentukan batas minimalnya. Menurut Imam Abu Hanifah, jumlah 

minimal mahar adalah sepuluh dirham atau yang senilai dengannya.
11

 

Dari beberapa argumen atau pandangan para ulama mazhab mulai dari 

Imam Syafi’i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, maka dalam 

                                                 
9
 Mahbub Tanya Jawab Fikih Sehari-hari (Jakarta:Kompas Gramedia, 2014), 106. 

10
 Ibid., 106. 

11
 Ibid., 106. 
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penggunaan mahar berupa pembacaan teks Pancasila penulis lebih setuju 

dengan pernyataan ‚Barangsiapa yang menghilangkan dari seorang Muslim 

penderitaannya dari penderitaan di dunia, maka Allah Swt akan 

menghilangkan penderitaanya dari penderitaan-penderitaan hari kiamat. 

Barangsiapa yang memudahkan bagi orang yang mengalami kesulitan 

karena terlilit hutang, maka Allah akan memudahkan baginya urusan di 

dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang menutupi aibnya di dunia dan di 

akhirat. Allah Swt senantiasa menolong hamba tersebut jika seorang hamba 

menolong saudaranya.‛ (HR Muslim)
12

 

Jadi menurut penulis selama penggunaan mahar pembacaan teks 

Pancasila tidak membawa damapak negatif bagi mempelai maka 

diperbolehkan. Apalagi para mempelai sama-sama saling menyetujui dengan 

penggunaan mahar pembacaan teks Pancasila tersebut. Yang jelas-jelas 

diawal memiliki tujuan dan dampak yang baik bagi rumah tangganya kelak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Bulughul Maram – Kitabul Jami’ – Bab Al-Birr wa Shilah / Hadits 12. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian pembahasan yang sudah dibahas di atas, kiranya dapat 

ditarik kesimpulan seabagai jawaban atas permasalahan yang ada dimana 

telah dipaparkan dalam rumusan masalah tentang pemberian mahar 

berupa pembacaan teks Pancasila dalam acara nikah bersama yang 

digagas oleh Forum Ta’aruf Indonesia di Kecamatan Sewon Bantul 

adalah sebagai berikut: 

1. Ada pernikahan dengan pemberian mahar berupa pembacaan teks 

pancasila oleh mempelai laki-laki di Kecamatan Sewon Bantul 

yang digagas oleh Forum Ta’aruf Indonesia sebagai lembaga yang 

menyelenggarakan acara nikah bersama. Hal itu didasari karena 

bertepatan dengan hari kesaktian pancasila dan juga  bertepatan 

dengan momentum pemilu. Diharapkan dapat mewujudkan 

pasangan yang sakinah sejahtera membawa keberkahan untuk 

Indonesia sesuai dengan tata kehidupan dan penghidupan 

masyarakat berpancasila dilandasi cinta Ilahi dan NKRI.  

2. Analisis Hukum Islam terhadap pemberian mahar berupa 

pembacaan teks pancasila adalah hukumnya adalah mubah asal 

memenuhi syarat yang sesuai dengan hukum Islam dan selama 

mempunyai manfaat dan tujuan yang baik. Tentunya tidak 
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melupakan suatu kerelaan di antara suami dan istri mengenai 

mahar tersebut. Karena Syariat Islam tidak mengatur batasan 

pemberian mahar, batas minimal ataupun maksimal ukuran mahar 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa 

saran yang diantaranya: 

I. Apa yang dilakukan Forum Ta'aruf Indonesia dalam memfasilitasi 

nikah bersama dengan penggunaan mahar yang unik kepada peserta 

program gratisnya amatlah baik karena menimbulkan moment yang 

sederhana dan tidak bisa dilupakan seumur hidup bagi pesertanya 

serta menyebarkan semangat berideologi Pancasila ketika 

pelaksanaan pernikahan bertepatan dengan hari jadi kota 

Yogyakarta, hari Kesaktian Pnacasila, serta hari jadi Forum Ta'aruf 

Indonesia. Saran saya kepada Forum Ta'aruf Indonesia juga 

memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan 

pemahaman yang kurang tepat. 

J. Mengenai mahar pembacaan teks Pancasila dalam pandangan agama 

saya rasa boleh karena para mempelai saling rela dan saling 

menyetujuinya . Kepada KUA sekaligus penghulupun sudah 

mensetujuinya. Saran saya kepada Kepala KUA sekaligus penghulu 

lebih mempertimbangkan mahar seperti yang kita bahas yaitu 

pembacaan teks Pancasila. 
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